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PERPAJAKAN DAN
PRAKTEK BUKU 1




UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak
eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

”

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f,
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 {(lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjat kan kehadirat Allah SWT,
Tuhan semesta alam. Atas izin dan karunia-Nya, kami
dapat menyelesaikan Modul ini tepat waktu tanpa kurang
suatu apa pun. Tak lupa pula penulis haturkan shalawat
serta salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad
SAW. Semoga syafaatnya mengalir pada kita di hari akhir
kelak.

Penulisan Modul ini berjudul ‘PERPAJAKAN &
PRAKTEK'. Selama proses penyusunan Modul ini penulis
mengucapkan terimkasih kepada:

1. Teman-teman yang sudah mensuport saya dalam
menyelesaikan Modul ini

2. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan

3. Pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu per
satu

Akhirul kalam, penulis menyadari bahwa Modul ini
masih jauh dari sempurna. Besar harapan penulis agar
pembaca berkenan memberikan umpan balik berupa
kritik dan saran. Semoga makalah ini bisa memberikan

manfaat bagi berbagai pihak. Aamiin.

Penulis
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Pemberikerja [ -~
Bendaharawan [N -« I
dan pension N soci:!

tenagakerja

Perusahaan dan bentuk usaha tetap

Yayasan lembaga kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan,
organisasi massa, organisasi social polittk dan
organisasi lainya serta organisasi lainya yang telah
ditentukan berdasarkan keputusan mentri keuangan
Penyelenggara kegiatan




PENERIMAPEN@HASILAN YANG DI
POTONG

[

B pengelolaan [ distributor MLM

pension,
warisan

Tl

> erimaupah
>

, notaries, _ akuntansi)

pacnsiun |
_ sehubungan dengan  pemutusan

hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan
pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang




pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua

u jaminan hari tua dan pembayaran lain jenis;
Ve _

sehubungan

B pekerjaan, jasa, [l kegiatan

I
» Penerimaan dalam bentuk antara dan/atau

kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk

apapun yang diberikan oleh :

e Bukan Wajib Pajak

e Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan
yang bersifat final

e Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan
berdasarkan norma penghitungan khusus

TARIF
PENGHASILANTIDAKKENAPAJAK(
PTKP)

Tarif PTKP tahun 2022 yang berlaku saat ini masih
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

4




101/PMK.010/2016. Berikut ini adalah cara perhitungan

PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan -
101/PMK.010/2016 tersebut :
1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian Status PTKP
WajibPajak TKO 54.000.000,-
Tanggungan1 | TKI1 58.500.000,-
Tanggungan 2 | TK2 63.000.000,-
Tanggungan 3 | TK3 67.500.000,-

2. Wajib Pajak Kawin

Uraian Status PTKP
WP Kawin KO 58.500.000,-
Tanggungan1 | K1 63.000.000,-
Tanggungan 2 | K2 67.500.000,-
Tanggungan 3 | K3 72.000.000,-

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami

digabung
Uraian Status PTKP
WP Kawin K/1/0 112.500.000,-
Tanggungan1l |K/I/1 117.000.000,-




Uraian Status PTKP

Tanggungan2 |K/I/2 121.500.000,-

Tanggungan3 |K/I/3 126.000.000,-

Catatan:

Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan
maksimal 3 orang

TK: Tidak Kawin

K :Kawin

K/I: Kawin dan penghasilan pasangan digabung




Lapisan Tarif Pejak
Penghasdan PasalZ/
PERUBAHAN SESUAI
UU HPP TAHUN 2021




I

Pemerintah telah melakukan

tariff

Berikut ini perubahan tariff pajak orang pribadi
berdasarakan UU HPP yang memperbaharui Pasal 17 ayat

(1) hurufa UU PPh.

UU PPh UU HPP
Lapisan Tarif | Lapisan Tarif
Penghasilan Kena Penghasilan Kena
Pajak Pajak
0 sampai dengan | 5% 0 sampai dengan | 5%
Rp.50.000.000,- Rp.60.000.000,-
di atas 15% | di atas 15%
Rp.50.000.000,- Rp.60.000.000,-
sampai dengan sampa idengan
Rp.250.000.000,- Rp.250.000.000,-
di atas 25% | di atas 25%
Rp.250.000.000,- Rp.250.000.000,-
sampai dengan sampai dengan
Rp.500.000.000,- Rp.500.000.000, -




UU PPh

UU HPP

di atas 30% | di atas 30%
Rp.500.000.000,- Rp.500.000.000,-
sampai dengan
Rp.5.000.0000.000,
Di atas 35%

Rp.5.000.000.000,-




PEMOTONG PPH
PASAL 21

TAX FORM




Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan

nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib
dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh
pegawai atau bukan pegawai;

2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan
uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa
pun dalam rangka pensiun;

4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran
lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa
termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan
bebas; dan

5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran
sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib

melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di

atas adalah kantor perwakilan negara asing dan

organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi pemberi

kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak

sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan

11




negara asing dan organisasi-organisasi internasional

maka disebut dan termasuk dalam kategori pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 26.

12




V TARIF DAN

PERHITUNGAN PPH
PASAL 21




Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang
dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah
penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan
atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan
pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap
lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan
bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak
dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan atas
penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud
dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali
ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

Besarnya tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak
yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih
tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang
diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat
menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan
pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Berikut tata cara perhitungan PPH pasal 21:

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan

pegawai yang memiliki NPWP dan menerima

penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu)

14




tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a

Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan
Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai
berikut:

d.

Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya
jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp
6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan);
dikurangi iuran pensiun, Iuran jaminan hari tua,
dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto
dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan
bruto, maksimum Rp 2.400.000,00 setahun atau Rp
200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.

Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan
menerima penghasilan secara berkesinambungan:
50 % dari Penghasilan bruto dikurangi PTKP

perbulan.

. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh
penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a

dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto
untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak

berkesinambungan;

. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh

penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a

dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk

setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak

dipecah;

15




4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan

calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang
menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan,
upah borongan dan uang saku harian yang besarnya
melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan
takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,00 dan
atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal
21 yang terutang dalam sehari adalah dengan
menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah
dikurangi Rp. 150.000,00. Bila dalam satu bulan
takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,00 sebulan,
maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk
satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP
sebenarnya dari penerima penghasilan yang
bersangkutan dibagi 360.

. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang
menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber
dananya berasal dari Keuangan Negara atau
Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif
15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali
yang dibayarkan kepada PNS Gol. IId kebawah,
anggota TNI/POLRI  Peltu kebawah/ Ajun
Insp./Tingkat I kebawah.

16
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Berikut adalah cara perhitungan PPh 21 karyawan
berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Huruf a UU PPh dan UU
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Pajak.

Seorang karyawan mendapatkan gaji dan tunjangan
tetap sebesar Rp10 juta setiap bulannya dari perusahaan.
Statusnya adalah belum menikah dan tanpa tanggungan,
serta memiliki NPWP.

Perhitungan PPh 21 berdasarkan UU PPh:
Penghasilan | Rp10.000.000 x
bruto setahun 12 bulan LTI
(Rp6.000.000)
Dikurangi: 5% x *) Biaya jabatan
Biaya Jabatan Rp120.000.000 |dalam setahun max.
Rp 6juta
Penghasilan
neto setahun Rp114.000.000
Penghasilan
tidak kena (Rp54.000.000)
pajak (TK/0)
Penghasilan
Kena Pajak Rp60.000.000
PPh 21 50 x
Tarif lapisan Rp50.000. Rp2.-
pertama
Tarif lapisan -
kedua Rl

18




Rp120.000.000 l

Penghasilan | Rp10.000.000 x
bruto setahun 12 bulan
PPh 21 per bulan Rp333.333

Sedangkan, cara perhitungan PPh 21 UU HPP. Hasilnya

seperti berikut:
PEIIthSﬂHII R .000.000 x _
bruto setahun
Dikurangi: 5% x
I WSy K
. Pajak
] B
setahun Rp60.
PPh 21 per
bulan

dengan tarif baru PPh 21 2022, karyawan akan membayar

pajak lebih sedikit, akan tetapi, dampak tersebut hanya
dapat dinikmati karyawan yang memiliki PKP di atas
Rp50.000.000 setahun.

19
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